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TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2O2O DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI CIANJUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2O2O

GUBERNUR JAWA BARAI"

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 ayat (1)
dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan
evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Cianjur tentang Pcrtanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pcndapatan dan Belanja Dacrah Tahun Ang;aran 2O2O dan
Rancangan Pcraturan Bupati Cianjur tcntang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
Jawa Barat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Cianjur tcntang Pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2O2O dan Rancangan Peraturan Bupati
Cianjur tcntang Pcnjabaran Pcrtanggungjawaban
Pclaksanaan Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah
Tahun Angga ran 2O2O;

1. Undang-Undang Nomor 1l Tahun 1950 tentang
Pcmbcntukan Propinsi Djarva Barat (Berita Negara tanggal 4
Djuli 1950) .Io. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950
tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 195O Nomor 31, Tambahan
Lcmbaran Negara Re publik Indonesia Nomor 15)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OO7 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
scbagai Ibukota Negara Kcsatuan Republik Indoncsia
(Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor
93, Tambahan Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Nomor
47441 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20OO tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 4010);
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44OO);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 13O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s4es);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor
58, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e1;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OO
Nomor 21O, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4O28);

11. Peraturan Pcmerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20O5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 457.5);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a6t4);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 terrtang
Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 20 10 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2O10 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201O tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

17. Peraturan Pemcrintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahwn 2Ol4 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2O 14 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
ll Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O 14 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 19
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 7
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

v



4

20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206);

2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2O 18 Tentang
Pelaksanaan T\rgas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
republik Indonesia Nomor 6224);

22. PeraLuran Pemerintah Nomor 56 Tahun 20 I 8 tentang
Pinjaman Daerah (Le mbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OI9 tentang
Pengclolaan Keuangan Dacrah (l,embaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambalilan [€mbaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 6322);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2Ol9 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 31O);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2O 19
tentang Perubahan Kclima atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2O1 1 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

27 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 20 13
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

v
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KtrDUA

KETIGA

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

Surat Bupati Cianjur Nomor 9O3/4381 IBPKAD tanggal 28 Juni
2027 perih.al Evaiuasi P2APBD TA.2O2O.

MtrMUTUSKAN:

Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk
menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Cianjur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati
Cianjur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, serta temuan Laporan Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan.

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O dan Rancangan
Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.
Bupati Cianjur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Cianjur agar segera melakukan penyempurnaan dan
penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggarafl 2O2O dan
Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O berdasarkan hasil
evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
ditcrimanya Kcputusan ini.

0
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KtrtrMPAT

KELIMA

Dalam hai Bupati Cianjur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Cianjur tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan
tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O dan
Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O tidak dapat diberikan
nomor register Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 16 Jul.i 2021

RNUR.'AWA BARV

HAMAD RIDWAN KAMIL
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 1 9o5/xev. ,60- BIIr.tr/ 2rl2,1

TANGGAL

TENTANG

't5 Jull 2021

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2O2O DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI CIANJUR TENTANG PEN.JABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHTJN
ANGGARAN 2020.

OPINI BPK-RI ATAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BpK-RI atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten cianjur Nomor 20 A / LHp / xvllt.BDc I os / 2o2 |
tanggal 17 Mci 2021, meryatakan pendapat wajar Tanpa pengecualian (wrp).
Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten cianjur telah
menyajikan secara wajar dalam scmua hal yang material, posisi kcuangan
pada tanggal 31 Descmber 202O, Realisasi Anggaran, perubahan Saldo
Anggaran Lebih, opcrasional, Arus Kas, serta pcrubahan Ekuitas untuk tahun
yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar Akuntansi
Pemerintahan. Namun demikian, terdapat temuan hasil pemeriksaan atas
sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap perundang-undangan
yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, meliputi:
A. Pendapatan

1 . Potensi Pendapatan Pajak Air Tanah minimal sebesar
Rp693.670.O30,00 atas 113 Wajib pajak belum terpungut dan
penatausahaan Pajak Air Tanah belum tertib;

2. Potensi Pendapatan Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi
sebesar Rpl.142.776.8O0,0O atas 517 menara belum terpungut;

3. Potensi Penerimaan Pajak Restoran senilai Rp4O4.0g9.S07,OO belum
terpungut;

4. Potensi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) atas Objek pajak pBB-p2 yang belum dilakukan
pemutakhiran data dan pencatatan piutang pBB-p2 belum memadai;

5. Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur belum melaksanakan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rak5zat (pUpR)
Nomor OSlPRTlMl2Ol6 tentang Izin Mendirikan Bangunan serta
belum menetapkan Peraturan Daerah terkait pedoman penyerahan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas pcrumahan;

s

I

trVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIANJUR TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2O2O DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELAN.JA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.
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B

6. Pengelolaan Pendapatan pajak Bea perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) di Daerah Kabupaten Cianjur belum tertib; dan

7. Pengelolaan Retribusi IMB belum sesuai ketentuan dan terdapat
kekurangan Penerimaan Retribusi IMB sebesar Rp 109.6g9.32S,gg.

Belanja
1 . Kelebihan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebesar Rp23.g24.000,OO;
2. Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor pada DKISp sebesar

Rp 123.137.833,OO;

3. Kekurangan volume atas Realisasi Belanja Modal Jalan lrigasi dan
Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang lOeUeR;
sebesar Rp8 1 1.7 24.9 46,62;

4. Kekurangan volume atas Realisasi Belanja Modal Gedung dan
Bangunan pada DPUPR dan Dinas Kesehatan, total ".b""r.Rp262.81O.551,4 1;

5. Kelebihan pembayaran atas Kegiatan Swakelola DAK Fisik pada 53
Sekolah Tingkat Dasar dan Menengah minimal sebesar
Rp244.O97.157,5O; dan

6. Penyaluran Bantuan Sosial Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid_l9
pada Dinas Sosial bclum scsuai ketcntuan.

Aset

1. Pengelolaan Kas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur belum
tertib dan Kekurangan penerimaan Jasa Giro Sebesar
Rp55.962.932,06;

2. Pengelolaan Kas pada Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
di Kabupaten Cianjur belum tertib;

3. Pengelolaan Persediaan pada 2 SKpD belum tertib; dan
4. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap belum memadai.
Kewajiban
Pengelolaan Belanja Jasa Pelayanan di puskesmas tidak tertib dan
terdapat Kekurangan Pembayaran Jasa pelayanan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan (JKN) pada 18 Puskesmas sebesar Rp1.201.33g. 969,4O.

Pendapatan Dacrah

1. Realisasi total Pendapatan Dacrah scbesar Rp3.g40.50 I .662.31g,66
aLau 96,8Oo/c' dari anggaran sebcsar Rp3.967.366.42g.1O2,OO yang
terdiri dari:
a. Realisasi Pcndapatan Asli Daerah (pAD) sebesar

Rp576.995.439.253,66 atau 96,O7o/o dari anggaran sebesar
Rp600.569.2 1 2.397,Oo;

b. Rcalisasi Pcnderpatan Translcr scbcsar Rp2.962.630.693.065,00
atau 96,857o dari anggaran scbcsar Rp3.058.i369.515.7O5,00; dan

C

D

Terhadap temuan BPK-RI tersebut di atas, pemerintah Daerah Kabupaten
cianjur agar segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklinjuti
temuan sesuai ketentuan peraturan pcrundang-undangan.

II. LAPORAN RtrALISASI ANG(}ARAN

A

s



c. Realisasi Lain-Lain
Rp300.875.530.000,00
Rp3O7 .927 .7 O0.O00,00;

Pendapatan
atau 97 ,7 1,o/o

yang
dari

Sah
anggaran

sebesar
sebesar

Memperhatikan data tersebut, Rcalisasi pendapatan Daerah tidak
mencapai target yang ditetapkan dan mengalami penurunan dari
Tahun Anggaran 2Ol9 yang mencapai 97,62%.
Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah yang tidak mencapai target
antara lain:
a. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar

Rp19.823.951.893,00 atau kurang 14,32o/o dari anggaran sebesar
Rp23.137 .524.744,OO;

b. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar
Rp385.528.O81.263,66 atau kurang 9,48%o dafi anggaran sebesar
Rp425.889.0 1 3.0 I 2,O0;

c. Realisasi Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 58.154 .654.274,00 atau
kurang lO,7 lyo dari anggaran sebesar Rp 65.13i.423.55g,0O; dan

d. Realisasi Bagi Hasil Bukan pajak (Sumber Daya Alam) sebesar
Rp38.966.O 1 1.2 I 1,O0 atau kurang S,OZ%o dari anggaran sebesar
Rp41.048.912.416,00.

Pada Tahun Anggaran 2O2O terdapat Realisasi pendapatan di
beberapa SKPD, baik yang capaian realisasinya jauh mllampaui
target ataupun capaian realisasinya tidak optimal, antara lain:
a. Dinas Kesehatan, yaitu diantaranya:

3

1) Realisasi Pendapatan Dana
RpS.774.O31.500,00 atau TZ ,l1yo
Rp7.484.569.065,O0; dan

Non Kapitasi sebesar
dari anggaran sebesar

2) Realisasi Pendapatan Dana prolanis sebesar Rp101.658.060,00
atau 30,887o dari anggaran sebesar Rp329.226.200,00;

b. Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, yaitu Realisasi pendapatan
BLUD sebesar Rp193.912.811.006,55 atao 83,620/o dari anggaran
sebesar Rp23 1.89 1.207 .1 14,OO;

c. Rumah Sakit Umum Daerah pagelaran, yaitu Realisasi
Pendapatan BLUD sebesar Rp3.762.299.244,OO atau 92,47o/o dari
anggaran sebesar Rp4.567.992.0O0,OO;

d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu:
1) Realisasi Pendapatan Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah _

Laboratorium sebesar Rp2 14.883.600,00 atau ZO,Olo/o dari
anggaran sebesar Rp306.941 .800,00; dan

2) Realisasi Pendapatan Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah -Kendaraan Bermotor sebesar Rp238.25O.000,0O atau ZO,OOVI
dari anggaran sebesar Rp340.342. 1 OO,00;

e. Dinas Lingkungan Hidup, yaitu Realisasi pendapatan Retribusi
Peiayanan Persampahan / Kebersihan sebesar Rp 1. 133.643.OO0,O0
atau 84,7 3o/o dari anggaran sebesar Rp959.256.2 i3,60;

f. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, perdagangan dan
Perindustrian, yaitu:

0[
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l) Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran
sebesar Rp236.384.OOO,OO atau 7 4,52o/o dari anggaran
sebesar Rp3 I 7. 188.0O0,OO;

2) Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar - Los sebesar
Rpl.O90.404.000,00 atau 86,020/o dari anggaran sebesar
Rpl.267 .584.000,00;

3) Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar - Kios
sebesar Rp 1.564.508.5OO,O0 atau 85,617o dari anggaran
sebesar Rp 1.827.525.OOO,O0;

4) Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah -
Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp45.4O8.00O,00
ataw 76,880/o dari anggaran sebesar Rp59.O64.0OO,0O; dan

5) Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar atau Pertokoan yang
disediakan / diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebesar
Rp588.645. 150,OO atau 84,640/o dari anggaran sebesar
Rp695.506.s0o,00;

g. Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan, yaitu:

1) Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan lkan
sebesar Rp97.727.OOO,OO atau 90,47o/o dari anggaran sebesar
Rp 1O8.025.OOO,OO;

2) Realisasi Pendapatan Retribusi Pemeriksaan Kesehatan
Hewan sebelum Dipotong sebesar Rp125.010.000,00 atau
72,760/o dari anggaran sebesar Rp 171.800.000,00; dan

3) Realisasi Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha
Daerah sebesar Rp12O.O00.OOO,0O atau 85,71o/o dari anggaran
sebesar Rp 1 40.OOO.0OO,OO;

h. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, yaitu:

1) Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah -
Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp59.589.8OO,OO
atau 33,57o/o dari anggaran scbesar Rp177.5O0.O0O,0O; dan

2) Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi sebesar
Rp2.221.887 .000,00 atau 65,8670 dari anggaran sebesar
Rp3.373.900.000,00;

i. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, diantaranya yaitu:

1) Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan sebesar
Rp 1.O56.759.071,0O atau 1O9,680/o dart anggaran sebesar
Rp963.47O. 175,00;

2) Realisasi Pendapatan Paj ak Reklame sebesar
Rp3.659.7 42.963,00 atau 81,6570 dari anggaran sebesar
Rp4.482.333.8OO,O0;

3) Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
sebesar Rp48.324.2O8 .422,OO atau 13 1,787o dari anggaran
sebesar Rp36.669.046.217,OO; dan

4) Realisasi Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp43.675.102.1 19,O0 atau
12 1,63yo dari anggaran sebesar Rp35.9O8. 1 48. 0O0,OO;

j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
yaitu:

q
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1) Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah -
Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp97.695.4O0,OO
atau 1O8,557o dari anggaran sebesar Rp9O.000.0O0,OO;

2) Realisasi Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
sebesar Rp5.699.O67.5OO,O0 ata:u ZS,9Soh dari anggaran
sebesar Rp7.5O3.302.1 I 1,00;

3) Realisasi Pendapatan Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada
Orang Pribadi sebesar Rp52.050.O0O,00 atau 62,7 5o/o dari
anggaran sebcsar Rp82.950.0OO,00; dan

4) Realisasi Pendapatan Retribusi Pemberian perpanjangan IMTA
kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebesar
Rp 1.618.285..539,00 atau 3OO,73o/o dari anggaran sebesar
Rp538.125.O00,O0;

k. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKpD), yaitu
Realisasi Pendapatan Retribusi Pcmakaian Kekayaan Daerah -
Penyewaan sebesar Rp227.582.447,OO atau 85,260/o dari
anggaran sebesar Rp266.9 42.7 85,OO ;

l. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (ppKD),
diantaranya yaitu:

1) Realisasi Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak
Dipisahkan scbesar Rp212.859.950,0O atau 46,38o/o dari
anggaran sebesar Rp458.9O9.000,00;

2) Realisasi Pendapatan Penerimaan Bunga Deposito sebesar
Rp6.091.O90.417,OO atau l27,B2o/o dari anggaran sebesar
RpS.00o.000.000,00;

3) Realisasi Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)
sebesar Rp256.27a.422,00 atau 724,660/o dari anggaran
sebesar Rp2O5.579.498,00;

4) Realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan pelaksanaan
Pekerjaan sebesar Rp 149.239.589,00 atau 13,10% dari
anggaran sebesar Rp 1. 1 38.9O9.338,OO;

5) Realisasi Pendapatan Denda pajak sebesar
Rp 1.8O4.7O8.748,OO atau 231,6o0/o dai anggaran sebesar
Rp779.249.283,OO;

6) Realisasi Pendapatan Denda Retribusi sebesar
Rp37.692.285,00 atau 736,11o/o dari anggaran sebesar
Rp27.692.600,00; dan

7) Realisasi Pendapatan dari pengembalian sebesar
Rp3.330.144.049,O0 atau 85,837o dari anggaran sebesar
Rp3.879.742.329,OO.

Memperhatikan data Realisasi Pendapatan tersebut, pada tahun
mendatang Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur harus lebih
cermat dalam memproyeksikan Target pendapatan Daerah sesuai
dengan potensi nyata, dan mengupayakan pencapaian Realisasi
Pendapatan dimaksud sesuai targct yang ditetapkan dalam ApBD,
mengingat Pcndapatan Daerah seharusnya merupakan perkiraan
yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk sctiap
Sumber Pendapatan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 17 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 sebagaimana

q
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telah diubah beberapa kali, terakhir
Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2O I 1.

dengan Peraturan Menteri

Selanjutnya dalam upaya pencapaian Realisasi pendapatan Daerah
di .tahun mendatang, pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur agar
lebih meningkatkan upaya optimalisasi pAD, antara lain meialui
intensifikasi dan ekstensifikasi pajak Daerah dan Retribusi Daerah
dengan identifikasi potensi wajib pajak dan wajib Retribusi secara
optimal, memperbaiki sistem administrasi pendipatan, melakukan
pengawasan dan pcmbinaan sccara intensif terhadap BUMD,
mclakukan kcrja sama pcmanfaatan aset yang tidak dipergunakan
(idle), serta upaya-upaya lainnya.

Terhadap pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil pajak
agar berkoordinasi lebih intensif dengan instansi yang terkait daLm
rangka efektivitas penganggaran pendapatan dimaksud.

B. Belanja Daerah

l. Realisasi total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O
Rp3.9O7 .923.8O9.123,74 atau 92,57ok dari anggaran
Rp4.221.750.139.559 ,77 dengan rincian sebagai berikut:

sebesar
sebesar

q

a. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 2.TO9.52S.g 19.5g4,74 atau
91,74o/o dari anggaran sebesar Rp 2.953.571.145.3g6,54;

b. Realisasi Belanja Modal sebcsar Rp 384.91 r.926.929,00 atau g9,55zo
dari anggaran sebcsar Rp 429.812.g12.966,00;

c. Realisasi Belanja Tak rerduga sebesar Rp 1 12. r62.92s.fi 0,o0 atau
84,060/o dari anggaran sebesarRp 139.425.469.6 19,23 ; darl

d. Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp 70 I .323.0g7.50O,O0 atau
99,49o/o dari anggaran sebesar Rp 7O4.94O.71 1.S8B,OO.

Memperhatikan data tcrsebut, Realisasi Belanja Daerah tidak mencapai
target yang telah ditetapkan walaupun mengalami peningkatan dari
Tahun Anggaran 2Ol9 yang mencap ai 97 ,66Vo.

oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten cianjur pada tahun
berikutnya harus lebih cermat dalam merencanakan dan merealisasikan
setiap Objek Belanja, schingga tcrhadap Objek Belanja yang realisasinya
diprediksi tidak optimal, dapat dimanfaatkan 

- ,"trf mendanai
Program/ Kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Terdapat Anggaran Belanja, baik yang tingkat realisasinya jauh di bawah
anggaran maupun yang tidak direalisasikan pada beberapa SKpD, antara
lain:

a. Dinas Pendidikan, antara lain kegiatan:
1) Olimpiade Sain Nasional (OSN) Siswa SMp sebesar

Rp7.975.0OO,00 atau 43,45o/o dari anggaran sebesar
Rp 18.355.0O0,0o;

2l Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SD sebesar
Rp758.581.643,00 atau 62,27Vo dari anggaran sebesar
Rp 1 .2 1 8.200.000,0o;

3) Kegiatan Pengadaan Mebculair SMp sebesar Rp0,O0 atau 0,O0%o
dari anggaran sebesar Rp25O.00O.00O,00; dan
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4l Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tutor Paket B sebesar Rp0,00
atau O,O0%o dari anggaran sebesar Rp77.400.OO0,OO;

b. Dinas Kesehatan, antara lain kegiatan:

1) Pembinaan Akreditasi Puskesmas (DAK) sebesar
Rp288.634.O0O,O0 atau 11,6lyo dari anggaran sebesar
Rp2.486.38O.OOO,OO;

2) Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) pada Fuskesmas Cilaku,
Puskesmas Cijati, Puskesmas Cijendil, Puskesmas Gekbrong,
realisasi di bawah 6O% dari anggaran yang ditetapkan;

3) Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi pada
Puskesmas Cianjur Kota, Puskesmas Cibeber, Puskesmas Cilaku,
Puskesmas Warung Kondang, Puskesmas Cikadu, Puskesmas
Cikondang, Puskesmas Cugenang, Puskesmas Kadupandak,
Puskesmas Naringryl, dan Puskesmas Pagelaran, realisasi di
bawah 607o dari anggaran yang ditetapkan;

4l Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD pada Puskesmas Cijendil
sebesar Rp93.665.961,OO atau 47,O1o/o dari anggaran sebesar
Rp199.229.25O,OO;

5) Pengembangan SIM-RS (PMKP) sebesar Rp31.650.0O0,OO atau
22,44o/o dari anggaran scbesar Rp 141.02O.OOO,OO;

6) Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD (OPS BLUD) sebesar
Rp2.524.722.O35,0O atau 55,27yo dari anggaran sebesar
Rp4.567 .992.OOO,00;

7l Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) pada Puskesmas Cianjur
Kota, Puskesmas Karang Tengah, Puskesmas Sindangbarang dan
Puskesmas Cikondang, realisasi O,OOo/o dari anggaran yang
ditetapkan;

8) Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi pada
Puskesmas Cibaregbeg dan Puskesmas Kademangan, realisasi
0,00% dari anggaran yang ditetapkan;

9) Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi (L) pada
Puskesmas Leles, realisasi RpO,00 atau 0,007o dari anggaran yang
ditetapkan sebesar Rp1 3.70 1.79O,0O;

1O) Peningkatan Kcsehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan
Nasional (L) pada Puskesmas Karangtengah sebesar Rp0,00 atau
O,00o/o dari anggaran sebesar Rp35.787.130,00; dan

1l) Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD (OPS BLUD) (L) pada
Puskesmas Leles sebesar Rp0,00 atau 0,OO7o dari anggaran
sebesar Rp7.894.695,00.

c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu kegiatan Integrasi
Pembangunan Desa melalui Pengelolaan APBDes sebesar
Rp3.669.354.594,00 atau 64,49o/o dari anggaran sebesar
RpS.689.676.320,00.

Memperhatikan data tersebut, pada tahun mendatang Pemerintah
Daerah Kabupaten Cianjur agar melakukan langkah strategis dalam
rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam
APBD, melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap
Objek Belanja Barang dan Jasa, melakukan monitoring dan evaluasi
secara periodik terhadap Kcgiatan yang diprediksi penyerapannya
rendah atau tidak terealisasi, sehingga Anggaran Kegiatan dimaksud

&



8

Selanjutnya, nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada beberapa
Badan Usaha Milik Dacrah (BUMD) dan Badan Usaha Lainnya per 31
Desember 2O2O scbesar Rp 164.061.188.875,4. Pada Tahun Anggaran
2O2O dari Penyertaan Modal ini memberikan kontribusi terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 10.152.779.924,OO atau secara
rata-rata tingkat pengembalian investasinya sebesar 6,190/o. Untuk itu,
pada tahun mendatang agar terus dilakukan monitoring dan evaluasi
serta pengawasan / pengendalian yang akurat terhadap masing-masing
BUMD dan badan usaha lainnya schingga kontribusi BUMD terhadap
PAD dapat lebih optimal.

3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 202O sebesar Rp 186.96 1 .564.652,69
atau 4,43o/o dari total Anggaran Belanja Daerah sebesar
Rp4.22l .7 50.139 .559 ,77 .

Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun Anggaran 2016 s.d. TA.202O sebagaimala tabel berikut :

Anggaran Belanja
Daerah

3.639.993.285.047,85

3.902.881.61 4.500,42

4.27 5.t]7 0.97 4.A7 5,9 5

q

Rasio SILPA
terhadap
Anggaran
Belanja
Daerah

2016

20t7

1

2,7 5o/o

5,1Lo

4

2018

100.201. 138.206,87

199.349.586.043,40

209.49s.79t.464,O8

SILPA

3

4,gOYo

20t9 4.293.352.578.311,08 287 .tO9.752.O32,77 6,690/o

dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya untuk mendanai Kegiatan lain
dan memperhatikan yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

C. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan
Realisasi Penerimaan Pembiayaan periodc 1 .Januari 2O2O sampai
dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp383.718.947.291,77 atau 133,657o
dari anggaran sebesar Rp287.109.752.O32,77 yang diperoleh dari
realisasi Sisa kbih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
(SiLPA) sebesar Rp287.1O9.752.032,7 7 dan Penerimaan Pinjaman Dalam
Negeri - kmbaga Keuangan Bank sebesar Rp96.609.195.259,00.

2. Pengeluaran Pembiayaan
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 129.335.235.834,OO atau
395,21o/o dari anggaran sebesar Rp32.726.O4O.575,00 yang merupakan
Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar
Rp8.500.O00.OOO,OO dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -
Lembaga Keuangan Bank sebesar RpI2O.835.235.834,00, melebihi
Rp96.609.195.259,00 atau 295,27o/o dari yang dianggarkan sebesar
Rp24.226.O4O.575,O0, yang merupakan Pembayaran Utang Jangka
Pendek Badan Layanan Umum Daerah.

2

Tahun
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Memperhatikan data tersebut, rasio SILpA Tahun Anggaran 2020 lebih
kecil dibandingkan Tahun Anggaran 2019. pemerintah Daerah
Kabupaten Cianjur harus lebih cermat daiam melakukan perhitungan
prognosis Pendapatan, mengoptimalkan penyerapan Belanja Jr.,
memanfaatkan penghe matan Belanja sehingga dapat memperkecil
besaran SILPA pada tahun berjalan.
Sehubungan dcngan itu, disarankan agar pcmerintah Daerah Kabupaten
Cianjur memanfaatkan SILPA dimaksud untuk membiayai kewajiban
atau utang dan Belanja penyelenggaraan urusan wajib yang
diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupai
masyarakat dalam upaya memenuhi Kewajiban Daerah, yang
diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikanl
kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang Layak serta
mengembangkan sistem jaminan sosial. Hal tcrsebut sesuai dengan
Pasal 31 Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tenting
Pedoman Pcngclolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2Ol l.

IV. NERACA

A. Kas

Saldo Kas pada Neraca 31 Desember 2020 sebesar Rp187.052.911.963,69
yang terdiri atas :

1 Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 3l Desember 2O2O sebesar
Rp169.9O0.433.562,00 turun sebesar Rp84.106.577.998,00 atau
33,11% dibandingkan dengan Saldo Kas di Kas Daerah per 3l
Desember 2019 sebesar Rp254.0O7.O 1 1.560,00.

I

Tahun Anggaran Belanja
Daerah SILPA

Rasio SILPA
terhadap
Anggaran
Belanja
Daerah

2020 4.22t.750.139.559,77 ta6.96t.564.652,69 4,430h

III. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2O2O sebesar
Rp 186.96 1.564.652,69, tcrdiri dari:
A. Saldo Anggaran Lebih Awal sebcsar Rp287. tO9.752.O32,27;
B. Penggunaan SAL scbagai pcncrimaan pcmbiayaan scbcsar

Rp287. 1O9.7 52.O32,7 7 ;
c. Sisa Lcbih/ Kurang Pcmbiayaan Anggaran (sil-pA/ srKpA) sebesar

Rp 186.96 1.564.652,69 dan
D. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar RpO,OO.

Sisa Lebih Pcmbiayaan Anggaran pada LpSAL Tahun Anggaran 2o2o telah
sesuai dengan jumlah SiLPA tahun bcrjalan yang tercantu- d.lam Laporan
Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2O2O.

d
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Berdasarkan data tersebut, pada tahun-tahun mendatang agar tetap
dilakukan perencanaan pemanfaatan Kas dimaksud dalam rangki
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (pAD) dengan memperhatikan
manajemen Kas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kas di Bendahara per 31 Desember 2o2o yang belum disetor ke Kas
Daerah sebesar Rp558.3 iO.099,00 merupakan Kas di Bendahara
Pengeluaran.

Saldo Kas di Bendahara penerimaan Tahun 2O2O sebesar
Rp116.626.058,0O mengalami kenaikan sebesar Rp109.197.3O8,OO
atau 1.469,93yo dari Tahun 2019 scbesar RpZ.42a.Z5OpO. Saldo Kasdi Bendahara Pengeluaran Tahun 2020 sebesar Rp3S0.336.730,00
mengalami kenaikan sebesar Rp289.334.334,O0 atau 4Z 4,3O%o d,ari
Tahun 2020 sebesar Rp61.OO2.396,00, sedangkan Kas di Bendahara
Pengeluaran Lainnya Tahun 2020 sebesar Rp91.347.31 1,OO mengalami
kenaikan sebesar Rp22.O63.627,O0 atau 31,95% dari Tahun 20tg
sebesar Rp69.283.634,OO.

Terhadap Sisa Kas yang belum disetor pada akhir tahun pada
Bendahara termaksud, pada tahun yang akan datang disarankan
segera disetorkan ke Kas Daerah paling lambat pada hari kerja terakhir
bulan Desember. Hal tersebut sesuai dengan ketentu-an dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2o0g tentang Tata
Cara Penatausahaan dan penyusunan Laporan pertanggungjawaban
Bendahara serta Penyampaiannya.

3. Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD per 3l
sebesar Rp 16. 127 .923.7 88,69.

Dcsembcr 2O2O pada Bendahara BLUD

4

Terhadap Sisa Kas BLUD tersebut, agar digunakan pada Tahun
Anggaran berikutnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas
pelayanan kepada masyarakat, dengan berdasarkan pada peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 201g tentang 

-Badan 
Layanan

Umum Daerah.

Kas di Bendahara BOS

Saldo Kas BOS per 31 Desember 2O2O pad,a Bendahara BOS sebesar
Rp466.244.514,OO yang merupakan Sisa Kas Dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS).

Terhadap Sisa Kas Dana BOS agar digunakan pada Tahun Anggaran
berikutnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelalanan
pendidikan kepada masyarakat dengan berdasarkan pada Letentuan
peraturan perundang- undangan.

B Piutang

Nilai Piutang per 3l Desember 2o2o sebesar Rp126.976.or9.249,9o terdiri
dari:
1 . Piutang, dengan rincian sebagai berikut:

1) Piutang Pajak sebesar Rp 225.532.926.9t2,t4;
2) Piutang Retribusi sebesar Rp3 9 1 1.7O1 .2T6,15;
3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

sebesar Rp2 15.842.898,25;
yang Dipisahkan

q
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4) Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah sebesar Rp 3O.280.006.069,92;
5) Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar

Rp19.499.346.876,OO;

6) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - Bagi Hasil Pajak
Daerah sebesar Rp 13.696.2 10.543,00;

7) Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp 1 .271 .570.906,45; dan

8) Piutang Lain-Lain sebesar Rp542.459.810,62.

2. Penyisihan Piutang

Nilai Penyisihan Piutang per 31 Desember 2O2O sebesar
(Rp16a.97a.036.o42,63)..

Berkenaan dengan Saldo Piutang tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten
Cianjur agar melakukan pengendalian dan mengupayakan penagihan
terhadap Piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil
risiko tidak tertagih, dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam
perencanaan penganggaran berikutnya, serta tetap terus mengupayakan
penagihan terhadap Piutang yang diragukan tidak tertagih.

Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2O20 sebesar Rp63.25 1 .61 1 .525,0 1 .

Terhadap Saldo Persediaan tcrsebut, agar dilakukan sistem pengendalian
dan pengelolaan yang baik dan memadai mengenai jenis, jumlah maupun
nilainya, untuk mengurangi kemungkinan risiko terjadinya kerusakan
persediaan sekaligus menghindari terjadinya pemborosan terhadap
penggunaan Dana APBD.

Disamping itu, untuk tahun mendatang dalam menetapkan jumlah
Anggaran Persediaan supaya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang
dikurangi dengan Sisa Barang Persediaan Tahun Anggaran sebelumnya,
sedangkan untuk menghitung kebutuhan nyata disesuaikan dengan
pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dcngan me mpertimbangkan jumlah
pegawai dan volume pekerjaan, scrta kebutuhan barang-barang yang
akan diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan
pelayanan kepada masyarakat.

Invcstasi

Nilai Investasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp 164.061.188.875,44 yang
terdiri dari:

1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen sebesar Rp0,00.

2. Investasi Permanen sebesar Rp 164.061.18a.875,44 merupakan
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur pada BUMD
dengan rincian sebagai berikut:

a. Penyertaan Modal pada Bank BJB sebesar Rp25.604.190.000,00;
b. Penyertaan Modal pada PDAM sebesar Rp125.069.286.539,0O;
c. Penyertaan Modal pada PI. BPR Cianjur Jabar sebesar

Rp13.O43.629.O59,44; d,an

d. Penyertaan Modal pada LKM Akhlakul Karimah sebesar
Rp34a.Oa3.277,Oo.

D
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Terhadap Investasi Permanen, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur
harus melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio
dan analisis rasio dalam rangka pengambilan kebijakan atas
Penyertaan Modal Daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi
untuk peningkatan pertumbuhan dan perkcmbangan perekonomian,
Pendapatan Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat
lainnya, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2012 Ler.lang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.

Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.804.124.363.482,17
terdiri dari:

1. Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut:
a. Tanah sebesar Rp1.254.956.980.858,00;
b. Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.510. 185.026.808,58;
c. Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.415.232.861 .74a)3;
d. Jalan, Jaringan dan Jaringan sebesar Rp2.9OO.223.546.783,62;
e. Aset Tetap Lainnya sebesar Rp338.69O.838.359,31; dan
f. Kontruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp56.245.875 .64Z,OO;

2. Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan per 3 1 Desember 2O2O sebesar
(Rp2.67 1.4 I 0 .7 66.7 22,471.
Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur
agar tetap melakukan pengawasan dan pengendalian dengan
mengupayakan pengelolaan aset yang lebih baik dan memadai dengan
pengamanan dari segi administrasi, fisik dan hukum untuk mengurangi
kemungkinan risiko terjadinya kehilangan aset, disamping terus
meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Dana Cadangan
Nilai Dana Cadangan per 3l Desember 2O2O sebesar Rp0,OO.

G. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2O2O sebcsar Rp6O.36l .a3O.279,63
dengan rincian sebagai berikut:
1. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar

Rp 1 .387. 1 88. 180,66;

2. Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi sebesar (Rp1.02 1.546.509,16);

3. Kemitraan dcngan Pihak Ketiga scbesar Rp 13.4S8.130.615,00;
4. Aset Tidak Berwujud se besar Rp57.09 1 .751 .235,55;

5. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar (Rp3O.52 1.239.a75\;
6. Aset Lain-lain sebesar Rp 52.525.23 4.58O,72; dan
7. Akumulasi Pcnyusutan Aset Lain-Lain sebesar

(Rp32.ss7.688.349, I 4).

F

G
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Sebagaimana halnya Aset Tetap, terhadap Aset Lainnya agar dilakukan
pengawasan dan pengendalian dengan mengupayakan pengelolaan aset
yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan.

H Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur per 31 Desember 2O2O
berupa Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp1 10.105.54 5.936,37 dengan
rincian sebagai berikut:
1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp90.160.596,00;

2. Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp66O.472.341,97;

3. Utang Beban sebesar Rp58.395.831.715,40; dan

4. Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp5O.959.081.283,OO.

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur harus
segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, dan menjadi Belanja Prioritas dalam
pen5rusunan APBD berikutnya.

v. LAPORAN OPERASTONAL (LO)

Nilai Surplus/ Dcfisit (LO) Tahun Anggaran 2O2O scbesar
(Rp 126.780.027.326,81]r dengan rincian sebagai berikut;
A. Total Pendapatan - LO scbcsar Rp3.451.797.ii80.6U7,65;

B. Total Beban sebesar Rp3.543.52O.499.376)a;

C. Total Suplus/Defisit dari Kegiatan Non C)perasional sebesar
(Rp6.22 1. 1,98.329,27); dan

D. Beban Luar Biasa sebesar Rp28.836.2 1O.309,01.

Jumlah Surplus/Defisit LO sebesar (Rp 126.780.O27.326,81) telah sesuai
dengan Surplus/Desifit pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran
2020.

VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan 31 Desember
2O2O sebesar Rp6.295.7 22.439.438,47 dengan rincian sebagai berikut:
A. Ekuitas awal sebesar Rp6.4O 1.O 17.185.O17,28;

B. Surplus/ Defi sit-LO sebesar (Rp 1 26. 780. 027 . 326,8 l\ ; dan
C. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar

Rp21.485.281.748,OO.

Jumlah Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp126.780.O27.326,a1) yang terdapat pada
Laporan Perubahan Ekuitas telah sesuai dengan jumlah Surplus/Defisit-LO
pada Laporan Operasional Tahun Anggaran 2O2O dan Ekuitas Akhir telah
sesuai dengan nilai Ekuitas pada Neraca per 31 Desember 2O2O.

I

q

Ekuitas

Nilai Ekuitas per 31 Descmber 2O2O sebesar Rp6.295.722.439.438,47.
Hal ini menggambarkan jumlah Kekayaan Bersih pada 31 Desember 2020
adalah sebesar Rp6.295.722.439.438,47.
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VII. LAPORAN ARUS KAS

Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran 2O2O sebesar Rp 187.052.9 1 7 .963,69 yang
berasal dari:

A. Saldo Awal sebesar Rp287.176.163.923,77;

B. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp317 .276.920.173,92;
C. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar (Rp393.199.066.979,OO1;

D. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar (Rp2a.226.OaO.575,O0);
dan

E. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp23.748.7O5,00.

Saldo Akhir Kas sebesar Rp187.052.911.963,69 pada Laporan Arus Kas sesuai
dengan Saldo Kas per 31 Desember 2O2O di Neraca namun belum sesuai dengan
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada Laporan Realisasi Anggaran
sebesar Rp186.961.564.652,69 sehingga terdapat selisih sebesar
Rp9 I .347.3 1 1,OO yang merupakan Jasa Giro yang belum disetorkan ke Kas
Daerah sebesar Rp1.186.715,0O dan Pajak yang belum disetorkan ke Kas
Negara sebesar Rp90. 160.596,0O.

VIII. LAIN LAIN

A. Bcrkenaan dcngan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas
pcngelolaan Kcuangan Dacrah, diharapkan Pcmerintah Dacrah Kabupaten
Cianjur dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna
meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berupaya untuk
mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pcngecualian (WTP) atas Laporan
Keuangannya.

B. Evaluasi Aspek Hukum atas Rancangan Peraturan Daerah

1. Judul
Kata "RANCANGAN" pada jcnis pcraturan perundang-undangan
dihapus, sehingga me njadi:

"PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR"

2. Konsideran
Konsideran "Menimbang" disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

"Mcnimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32O
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah scbagaimana telah diubah
beberapa kali, tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tcntang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan
Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun Anggaran 2O2O;"

a
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3. Dasar Hukum

a. Angka 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia pada
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
disempurnakan menjadi:

"(...Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286\."

b. angka 21 diubah dengan:

'Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20 18 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62791."

c. angka 23 disempurnakan menjadi:

"Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 202O Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523l,."

d. angka 35 diubah dengan:

"Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2O 18 tentang
Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630);"

e. angka 36, penulisan "SERI D" dihapus.

f. Urutan pencantuman peraturan perundang-undangan diperbaiki
dengan memperhatikan tata urutan peraturan perundang-
undangan, dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis
berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.

Batang Tubuh

a. Penulisan nominal Rupiah (Rp) agar diperbaiki dengan tidak
didahului dengan spasi.

b. Pasal 2, Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 penunjukan pasal diperbaiki
sehingga menjadi "Pasal I ayat (l) huruf ...".

c. Setelah kalimat penetapan agar ditambahkan kalimat
Pengundangan disertai tanda tangan pejabat berwenang dan
pencantuman Lembaran Daerah dan Nomor Register Peraturan
Daerah. Hal ini sesuai dengan Lampiran III Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah.

4
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Evaluasi Aspek Hukum atas Rancangan Peraturan Bupati

1. Judul

a. Peraturan Bupati mencantumkan nama provinsi setelah penulisan
nama pejabat pembentuk produk hukum daerah. Hal ini sesuai
dengan Pasal 168 jo Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2O15 tentang Pcmbentukan Produk Hukum
Daerah.

b. Frasa "Kabupatcn Cianjur" pada judul pcraturan perundang-
undangan dihapus, schingga menjadi:

"PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PtrNDAPATAN DAN BtrLANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020".

2. Konsideran

Konsideran "Menimbang" disempurnakan, sehingga berbunyi sebagal
berikut:

"Mcnimbang : bahwa untuk mclaksanakan kctcntuan Pasal 32O ayat
(6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang
Pcmerintahan Dacrah sebagaimana telah diubah
bcberapa kali, tcrakhir dcngan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tcntang Pcrubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pcmcrintahan Dacrah dan kctentuan Pasal 1l
Pcraturan Dacrah Kabupaten Cianjur Nomor... Tahun
2O2l te ntang Pcrtanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten
Cianjur Tahun Anggaran 2O2O, perlu mcmbentuk
Pcraturan Bupati tcntang Penjabaran
Pcrtanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pcndapatan dan Bclanja Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun Angga ran 2O2O."

3. Dasar Hukum

a. angka 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia pada
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara
disempurnakan menjadi:

"(...Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286l.".

b. angka 8 disempurnakan menjadi:

"Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20O9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 50a9);"

q
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c. angka 9 disempurnakan menjadi:
"Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 201 I Nomor g2, Tambahan Lembaran N.gr.u
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengo,
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2O19 tentang perubahan at:ts
LJndang Uncr;r.g N.rnor 12 'r'. rrr: r-r 2o l 1 tcnt:rrlg pcmbc.luka.
Pt'raturirr pt'L.a:rr:rrrg Ll.rrarrqtrn (Lembaran Negara Repubrik
Indonesia Tahun 20 19 Nomor 1g3, Tambahan Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 639g);

d. angka 26 diubah dengan:

"Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2O 1g te ntang pinjaman
Dacrah (Lembaran Negara Republik lndoncsia Tahun 20 1g Nornor
248, Tambahan Lcmbaran Ncgara Republik Indoncsia Nomor
627e)i'

e. angka 34 dan angka 35 agar ditambahkan penulisan .,Lembaran
Dacrah Kabupaten Cianjur Tahun ... Nomor ...,,.

f. angka 38 sampai dengan angka 41 ditambahkan penulisan ..Berita
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun ... Nomor ...,,.

g. Urutan pencantuman peraturan perundang_undangan dipcrbaiki
dcngan mcmperhatikan tata urutan pcraturan perundang_
undangan, dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis
berdasarkan saat pcngundangan atau penetapannya.

4. Diktum Mcnctapkan, frasa ,,Kabupaten Cianjur,, dihapus, sehingga
secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
"Menctapkan : PERA'I'URAN BUPATI TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNG.JAWABAN PtrLAKSANAAN
ANG(]ARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020."

5. Batang Tubuh

a. Penulisan nominal Rupiah (np) agar dipcrbaiki dengan tidak
didahului dengan spasi.

b. Setclah kalimat penctapan agar ditambahkan kalimar
Pengundangan discrtai tanda tangan pejabat berwenang dan
pencantuman Bcrita Daerah. Hal ini sesuai dengan Lampiran III
Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor gO Tahun 2O 15 tentang
Pembentukan produk Hukum Daerah.

I


